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1BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran islam yang amat penting.
Dengan zakat maka wajah kemasyarakatan dari ajaran islam menjadi nyata.
Sedangkan tanpa zakat, maka agama Islam hanya akan nampak sebagai agama
upacara.Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental.
Selain berkaitan erat  dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di
antara aspek-aspek ketuhanan adalah banyak ayat-ayat al-Qur’an yang menyebut
masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban
zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah pun
menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan islam.
Di dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah
membaca dua kalimat syahadat dan sholat. Ayat-ayat seperti itu jumlahnya cukup
banyak. Demikian pula dengan hadis.1 Sebagaimana di jelaskan didalam QS. Al-
bayyinah (98): 5
 






1 Syaikh Hassan Ayyub, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, Fiqih Ibadah, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, cet.ke -1, 2003) hlm 502
2Artinya: Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan
lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan
yang demikian itulah orang-orang yang lurus.2
Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami
sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan
sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat di harapkan dapat menetralisir
kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga
diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada
level individu maupun pada level sosial masyarakat.3
Kewajiban bagi orang yang mampu terhadapa orang yang tidak mampu
tersebut adalah dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada
orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi, karena Al-Qur’an telah mengatur
bahwa dalam sebagian harta orang yang mampu terdapat hak orang yang tidak
mampu. Begitu pentingnya eksistensi zakat ini dalam kehidupan masyarakat
muslim dapat dilihat dari kedudukannya yang dikategorikan menjadi salah satu
rukun Islam setelah sholat lima waktu, jika sholat dipandang sebagai ibadah
jasmaniah yang paling mulia, maka zakat dipandang sebagai ibadah malliyah
yang paling mulia, sehingga jika sholat sebagai tiang agama, maka zakat sebagai
mercusuar dari agama tersebut.4
2Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (semarang: Thaha Putra, 2010), h.
598.
3Nuruddin Mhd. Ali, zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2006), h. 1-2.
4Abd. Shomad, Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2012), cet.ke-2, h.399.
3Seluruh umat Islam sepakat bahwa bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan
kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang
hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang islami. Barang
siapa yang mengingkarinya, dia adalah kafir dan di anggap sebagai orang yang
murtad atau keluar dari agama islam.Sebagaimana firman allah dalam surah al-
Fushilat (41) 7:
 


Artinya: (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan
adanya kehidupan akhirat.5
Dari ayat tersebut dapat dijabarkan bahwa zakat juga dapat berfungsi
sebagai pembeda antara dimensi keislaman dan kekafiran, keimanan dan
kemunafikan, serta antara ketakwaan dan kedurhakaan, sehingga dalam
praktiknya zakat diidentikkan dengan doktrin sosial-ekonomi dalam islam, karena
zakat tidak hanya berusaha menghilangkan jurang pembeda dan pemisahantara
yang mampu dan tidak mampu dari sudut pandang ekonomi saja, tetapi juga dari
sudut pandang sosialnya.6
Secara etimologis (lughat), Zakat, dari kata “zaka” yang berarti suci,
bersih, tumbuh, dan berkah. Sehingga sesuatu dapat dikatakan zakaapabila telah
bertambah dengan baik dan bersih dan seseorang dapat dikatakan zaka apabila ia
adalah orang baik yang suci dan layak dipuji.
5Depertemen Agama RI, op.cit. h. 477
6Abd. Shomad, Op.cit., h. 400.
4Sedangkan secara terminologis zakat berarti hak yang wajib diambil dari
harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk diberikan kepada
kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebahagian dari harta
tersebut.7
Sesuatu yang dimiliki manusia yang berharga berupa harta kekayaan,
maka wajiblah di zakati. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat
kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya. Diantara syarat harta yang wajib
zakat ialah Milik Penuh, Berkembang, Cukup Senisab, Lebih dari kebutuhan
Biasa, Bebas dari Hutang, Berlalu Setahun.8
Orang yang mempunyai hutang, dan dia mempunyai harta yang sudah
mencapai nisab, apakah hartanya wajib zakat atau tidak, dengan ungkapan lain,
apakah hutang itu mencegah untuk mengeluarkan zakat.
Imamiyah dan Syafi’i berpendapat bahwa hutang tidak menjadi syarat
untuk bebas zakat. Maka, barang siapa yang mempunyai hutang, ia wajib
mengeluarkan zakat, walaupun hutang tersebut sekedar cukup sampai jatuhnya
nishab, bahkan Imamiyah berpendapat, kalau ada seseorang yang meminjam harta
benda yang wajib dizakati dan mencapai nishab, serta berada ditangannya
setahun, maka harta hitungan itu wajib dizakati.9
Imam Syafi’i menukilkan dalam kitabnya bahwa hutang tidak
menghalangi kewajiban zakat, sebagai berikut:
7Ibid
8Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: P.T Mitra Kerjaya Indonesia, 2010), cet. Ke-12,
h. 125-161
9Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012),
cet. Ke-27, h. 178
5 ناك اذاو :يلاعت الله ھمحر يعفاشلا لاق ھل ةراجتلا نوكت امك وھف ,ھنع ابئاغ لجرل نیدلا
.ةاكز لك يفو ,ھنع ةعیدولاو ,ھنع ةبئاغ10
Artinya: “Imam Syafi’i Rohimahullahu Ta’ala berkata: dan jika ada seorang laki-
laki mempunyai hutang yang tak terlihat darinya, maka sebagaimana ia
mempunyai hutang barang dagangan yang tidak ada padanya, dan
barang titipan padanya, dan semuanya itu wajib zakat.
Subtansi dari pernyataan Imam Syafi’i ini ialah bahwa sebuah harta yang
dimiliki oleh seseorang baik ia punya hutang atau tidak maka wajib zakat, karena
ia mengganggap bahwa zakat itu merupakan hak nya Allah yang harus ditunaikan
seperti halnya sholat dan puasa.
Imam Baihaqi menyebutkan dalam perkataan yang jelas pada tempat
Mauquf nya Imam Syafi”i dan para ulama-ulama tentang zakat hutang, ia berkata:
Imam Syafi’i berkata dalam qaul qadimnya: saya tidak mengetahui tentang
membayar zakat yang ada hutang, mengutipnya dalam pendapat yang shahih
kemudian kami menjadikannya dalil dan kami tidak meninggalkannya, dan saya
meriwayatkan, Allah maha mengetahui, bahwa pada yang demikian itu tidak
wajib zakat.11
Akan tetapi di dalam qaul jadidnya Imam Syafi’i berpendapat lain, ia
mengatakan bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Sebagaimana
dalam pendapatnya berikut ini:
10Imam Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Al-Umm, (Al-Manshurah: Darul Wafa’, 2001
M, 1422 H), jilid 3, cet.ke-1, h. 132
11Ibid
6ا ھیف بجوأف دیدجلا يف ھنع ىعفاشلا عجر دق .هذخا ىلع ردقی ناك اذا اھجرخءاب رماو ,ةاكزل
 نباو ,بلاط ىبأ نب ىلعو ,نّافع نب نامثعو ,باطخلا نب رمع نع لوقلا اذھ نحن انیورو
 ,ىرھزلاو ,دمحم نب مساقلاو ,دحاجمو ,سواطو ,نسحلا لوق وھو ,رمع نباو ,سابع
.ىعخنلاو12
Artinya: Telah kembali Imam Syafi’I dari qaul qadim kepada qaul jadidnya, maka
ia mewajibkan zakat padanya (apabila mempunyai hutang), dan ia
memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya apabila ada kesanggupan
untuk mengambilnya. Dan kami meriwayatkan pendapat ini dari Umar
Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin AbiThalib, Ibnu Abbas, Ibn
Umar, dan ia merupakan perkataan Hasan, Thowus, Mujahid, Qasim Bin
Muhammad, Zuhri, danNakhai.
Sementaraitu, Imam Ahmad Bin Hanbali berpendapat lain, iamengatakan
bahwa hutang itu menghalangi kewajiban zakat. Sebagaimana di kutip dalam
kitabnyasebagai berikut:
 نیّدلا ّنا كلذ ةلمجو (ھیلع ةاكز لاف , نید ھیلعو , مھرد اتئام ھعم ناك اذاو) :لاق : ةلأسم
حاو ةیاور ,ةنطابلا لاوملأا يف ةاكزلا بوجو عنمی.ةراجتلا ضورعو ,نامثلأا يھو .ةد13
Artinya:  Masalah: barkata: apa bila seorang mempunyai seratus dirham, dan ia
mempunyai hutang, maka tidak ada zakat padanya. Dan Kalimat yang
demikian menunjukkan bahwa hutang menghalagi kewajiban zakat
pada harta yang batin, dalam satu riwayat. Dan dia adalah harga, dan
hasil perdagangan.
Subtansi dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di atas ialah, bahwa jika
seseorang mempunyai hutang, maka ia tidak wajib menunaikan zakat terhadap
pada harta yang batin.
12Ibid
13Ibnu Qudama, Al-Mughny, (Riyad: Darul ‘Alam Al-kutub, 1997), jilid 4, cet.ke-3, h.
263
7Mazhab Hanbali berpendapat bahwa utang mencegah kewajiban zakat
untuk harta-harta yang tak terlihat (maksudnya emas, perak, uang, dan barang-
barang dangangan). Pendapat ini berdasarkan pernyataan Utsman bin Affan
berikut: “bulan ini adalah bulan (dikeluarkannya) zakat kalian. Dengan demikian,
barang siapa memiliki utang, lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakat
kalian.” Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan sebagai berikut: “ barang
siapa memiliki utang, hendak lah ia melunasi utangnya dan meningggalkan sisa
hartanya”. Pernyataan ini dikemukakan oleh Utsman bin Affan di depan para
sahabat dan tidak disangkal mereka. Oleh karena itu, pernyataan Utsman bin
Affan itu menunjukkan bahwa para sahabat menyepakati hal tersebut.
Begitu juga, utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang
tampak (zhahir). Maksudnya, binatang ternak yang digembalakan, biji-bijian, dan
buah-buahan. Dengan demikian, orang yang memiliki utang hendaknya
melunasinya terlebih dahulu. Setelah itu, baru dia melihat apakah hartanya masi
tersisa ataukah tidak. Jika masih ada, dia mengeluarkan zakat dari sisa harta
tersebut. Alasannya seperti yang disebutkan dalam harta-harta batin.14
Bila zakat dipandang sebagai hak fakir miskin yang harus dibayarkan oleh
sikaya, maka orang yang mempunyai hutang tidak wajib zakat, karena hak orang
yang mempunyai piutang (yang memberi pinjaman) harus didahulukan daripada
hak fakir miskin, dan harta itu sebenarnya milik orang yang punya pitang, bukan
milik sipemegang.
14Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian berbagai Mazhab,Penerjemah: Agus Effendi dan
Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) cet.ke-7, h.111
8Sedangkan bila zakat dipandang sebagai ibadah, seperti shalat dan puasa,
orang mempunyai utang tetap wajib zakat, karena ibadah itu wajib bagi setiap
mukallaf, tidak ada hubungannya dengan utang dan lagi zakatadalah kewajiban
manusia kepada Allah, sedangkan menutup utang adalah kewajiban terhadap
sesama, padahal kewajiban terhadapa Allah harus didahulukan.Yang lebih dekat
dengan tujuan syariat adalah gugurnya zakat bagi orang yang mempunyai utang
berdasar hadis Rasulullah Saw.:
(ھجام نباو يراخبلا ھجارخا) .مھءارقف ىلع درت و مھءاینغأ نم ذخؤت قدص امیف
Artinya: Didalam harta benda ada zakat yang dipungut dari si kaya dan dikayakan
kepada si fakir/ Miskin. (HR. Bukhori Dan Ibnu Majah).15
Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas, ditemukan adanya
perbedaan pendapat diantara kedua Faqih Imam Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal.
Perbedaan tersebut adalah Imam Syafi’i menyatakan bahwa seseorang yang
mempunyai hutang tidak menghalagi kewajiban zakat, sedangkan Imam Ahmad
Bin Hambal mengatakan bahwa hutang menghalangi kewajiban zakat, baik pada
harta yang zahir maupun yang batin. Dengan adanya perbedaan pendapat ini,
maka penulis angkat menjadi suatu kajian ilmiyah dengan judul: “KEWAJIBAN
MEMBAYAR ZAKAT BAGI ORANG YANG MEMPUNYAI HUTANG
STUDY KOMPERATIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM AHMAD BIN
HANBAL”.
15Ibnu Rusyd, Bidayutul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 1, h. 552
9B. BATASAN MASALAH
Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang
dibahasa, karena mengingat begitu luasnya permasalah yang terdapat pada
masalah kewajiban membayar zakat karena adanya hutang, maka penulis
membatasai masalah penelitian ini adalah: Kewajiban Membayar Zakat Bagi
Orang Yang Mempunyai Hutang Study Komperatif Pendapat Imam Syafi’i Dan
Imam Ahmad Bin Hanbal, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam
Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal dan dalil masing-masing yang digunakan
oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal.
C. RUMUSAN MASALAH
Beranjak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis mencoba
merumuskan permasalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal
tentang  kewajiban membayar zakat bagi orang yang berhutang?
2. Apa dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal
tentang kewajiban membayar zakat bagi orang yang mempunyai
hutang?
3. Bagaimana istimbat hukum Imam Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal
tentang kewajiban membayar zakat bagi orang yang mempunyai
hutang?
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya pendapat
Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang tentang kewajiban
membayar zakat bagi orang yang berhutang.
b. Untuk mengetahui dan memahami apa dalil yang digunakan Imam
Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal tentang kewajiban zakat bagi orang
yang mempunyai hutang.
c. Untuk mengetahui dan memahami istinbath hukum Imam Syafi’i dan
Ahmad Bin Hanbal tentang kewajiban membayar zakat bagi orang
yang mempunyai hutang.
2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum Islam
tentang masalah kewajiban membayar zakat bagi orang yang
mempunyai hutang.
b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar sarjana
Syari’ah (S.Sy) UIN Suska Riau.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi
masyarakat secara umum dan terkhusus penulis sendiri tentang
masalahkewajiban membayar zakat bagi orang yang mempunyai
hutang.
E. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
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Dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan
untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode Library
Research yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas dengan melekukan study kepustakaan murni,
membaca dan membahas tulisan-tulisan dan buku-buku yang mengarah
dengan pembahasan ini.
2. Sumber Hukum
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah adalah data
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study
kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari
hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan
masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:
a. Sumber hukum primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari
penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data
dalam kitab Al-Ummjuz 3 karya Imam As-Syafi’i, Ar-Risalah karya
Imam Syafi’i, Al-Mughnyjuz 4, Karya Ibn Qudamah.
b. Sumber hukum skunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang
berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang
ditulis oleh berbagai kalangan yang berhubungan dengan topik kajian
yang diteliti seperti Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd, Kifayah Al-
Akhyar Karya Taqiyuddin, Raudhatut Thalibin, Karya Imam Abi
Zakariya Yahya Bin Syarif Nawawi Ad-Damasyqy, As-Syarhul Kabir,
Sayamsuddin Abi Narji Abdi Rahman Bin Muhammad Bin Ahmad Bin
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Qudamah Al-Maqdisi, Fiqih Lima Mazhab Karya Muhammad Jawwad
Al-Mughniyah,Shahih fiqih sunnah, karya Sayyid Sabiq, serta kitab-
kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
c. hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap
seperti Ensiklopedia, kamus, dan berapa buku yang menunjang dengan
masalah yang diteliti.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis
mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan,
baik itu dari bahan primer maupun bahan hukum skunder, selanjutnya
penulis menela’ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya
sesuai dengan pokok-pokok permasalahnnya yang dibahas kemudian
melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada
bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk
dijadikan  karya ilmiah yang disusun secara sistematis.
4. Teknis Analisis Data
Dalam menganalisis data yang disajikan penulis menggunakan
metode analisis data Komperatif yaitu dengan mengumpulkan data yang
telah ada, kemudian membandingkan pendapat Imam Syafi’i dan Imam
Ahmad Bin Hanbal mengenai masalah yang dibahas baik dari segi hukum
maupun dasar dalil yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang
terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.
5. Teknik Penulisan
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Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan beberapa
metode sebagai berikut:
a. Metode deskriftif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang
dipegang oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal mengenai
kewajiaban membayar zakat bagi orang yang mempunyai hutang.
b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum,
kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan secara khusus.
c. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus,
kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan secara umum.
d. Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau
kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut
diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan
pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing
pendapat.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulsi membuat
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan
masalahdan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunanan
penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : Mengemukakan biografi Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin
Hanbal, riwayat hidup, pendidikan, guru-gurunya, murid-muridnya
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serta karyanya dan mengenai metode istimbath hukum masing-
masing mazhab, serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat.
BAB III : Membahas tinjauan umum tentang zakat dan hutang, dalil kewajiban
zakat, syarat dan rukun, syarat harta yang wajib dizakati, harta yang
wajib dikeluarkan zakatnya, dan orang yang berhak menerima zakat.
BAB IV : Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang
kewajiban membayar zakat bagi orang yang berhutang,dalil-dalil
yang digunakan masing-masing, istimbat hukum, serta Analisis
penulis.
BAB V : Kesimpulan dan saran
